
BUPATI BARITOUTARA 
PROVIJfSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR '? TAHUN 2019 

TENTANG 

PENETAPil ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA 
TAHUN ANGGARAN 2019 

Menimbang 

Mengingat 

' 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO UTARA, 

a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku 
Bendahara Umum Daerah (BUD) menyusun anggaran kas 
Pemerintah Daerah guna mengatu.r ketersediaan dana yang cukup 
untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana 
penarikan dana yang tercantu.m dalam DPA-SKPD yang telah 
disahkan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 pada ayat (3) Peratu.ran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah tera.khlr dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Mekanisme pengelolaan 
anggaran kas Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan 
Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, Penetapan 
Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Barito Ut.ara Tahun 
Anggaran 2019 perlu ditetapakan dengan Peraturan Bupati Barito 
Utara; 

1. Undanr,-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentu.kan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat 
II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korn.psi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Peru.bahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Si Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6206); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarr1 Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republilc Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 701); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010Nomor3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor l); 
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22. Peraturan Daerah Kabu paten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Barito Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Nomor 4); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Lernbaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 
2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Utara Nomor 4); 

24. Peraturan Bupati Bari.to Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 
2018 Nomor 33); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ANGGARAN KAS 
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2019. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 

3. Bupati adalah Bupati Barito Utara. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 
Anggaran Pendapat.an dan Belanja Daerah Kabupaten Bari.to Utara. 

5 . Dolrumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. 

6. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari 
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana 
yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

8 . Bendahara Umu.m Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 
betindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

BABU 
ANGGARAN KAS 

Pasal2 

(1) PPKD selalru BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah guna mengatur 
ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai 
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dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah 
disahkan. 

(2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan Arus Kas 
Masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan Arus Kas Keluar yang 
diguna.kan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

{3) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak. terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(4) Pelaksanaan Anggaran Kas Daerah sebagaimana dimak.sud pada ayat (3) 
dituangkan lebih lanjut dalrun Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing 
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan 
yang berlaku. 

BAB Ill 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara. 

Diundangkan di Muara Teweh 
uada tanggal 2 Januari 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
N BARITO UTARA, 

-
ABIDIN 

\,) 

i t 

Ditetapkan di Muara Teweh 
pada tanggal 2 J anuari 2019 

~UPATI BARITO UTARA, 

t : 
~-, ) ...__ __ 

. . t -,. ~ 

RAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR '? 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

FAKH,FAUZI 
NIP. 19710921 199803 1 004 
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KD. REKENING UAAIAN 

ANGGARAN 
TAHUN INI TR?WUUNI TRIWULAN U TllJWULlHm TR.JWULAN lV 

~.2.69.01 RJP,JI KerJ,t --o.,,, ,,,,,,,,,,..,,~ {RAK£R/'&1) n844-00Q,ll0 35,3'!1 000,00 )2, 500.000.0C 10.000.000.oc 0,00 

µ.69.01.2 lleliol)il Bar.Jnv clan las,, 77 ,811,000,00 J5,l'!1.IIOO,OO l2.500.000,00 10,000,000,W 0,00 

µ,69.01.2.0l 8ebi)a 8ahan Pakai KJb,; 5.000 000,00 5.II00.000,00 0.00 U,00 0,00 

~.2.69.01 .2.01.01 Bdal1)a /\l8t TUiS kantllr s.000.000.00 s.000.000,00 0.00 0,00 0.00 

~.2.69.01.2.06 llelan)ll Cetal< diit1 """'»'""""" 10.000.000.00 7 .S00.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 

~.2 69.01..2.06.02 neianJa ~ s.000.000.00 5,000,000,00 0,00 0,00 0,00 

P.69.01.2.0G.oJ &!lanja ""1Jolldan 5.000.000,00 2.500.000,00 2. 500.000,00 0,00 0,00 

~.2.69.0J 2. I l Bdan)n Matanan don Mm_, 22.84'1000.00 22.844 ,000,1)() 0,00 0,00 0.00 

~.2.69.01.2, I 1.01 l!eian.ia Mal<anon clan Minuman ~tan 22.&M,000,00 22.844.000.00 u.oo U,00 0,00 

p.2.1,<1.01.2. t5 BdanJn l'l!<)alarw, Omas 40.000.000.00 0.00 l0,000.000.00 10.oco.000.00 0.00 

~.2.69.0 l.2. I S.07 Belan)il ~- 0,n;Js Luar Daera1, 40.000.000,00 0.00 l0.000.000,00 IO.OC0.000,00 0,00 

~.2.70 Pror,i1>m -.J/A/1:11 d,m N$llild ~ ~ IJlltM11 K--/ K"""3/tMt/0c:a 25.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000.00 0.00 

~.2.70.01 lf,f/fflD(IJSdSHti/JupN,lllJ/ilritK,o,tnnt«I/J(N~ 25.000.000,00 0,00 15.000.000,00 IO.OC0.000,00 0.00 

l',.2.70,01.2 Bd.ln)il flor""!l dan J;,sa 25.000.000,00 0,1)() 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00 

~.1.10.01.2.01 8elanJi, llllham Palt.oo Habos s.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 

l',J.70.01.2.0L.01 BelanJil Aloi Tull< lClmt« s.000.000,ou 0,00 S.OOU.000,00 0,00 0,00 

,.2.10.01.2. 15 Selan,. ""'1aiall0fl °'""' zo.000.000,00 0,00 10.000.000,00 t0.OIXJ.000,00 0,00 

S.,.71J 01.2.1~.01 8'!1anJO ~non Dr.t< Dillan1 ~ 20.000.000,00 0,00 10.000.000,00 I 0. OIXJ. 000,00 0,00 

r--

J\IMlah Almcasi lleJar\ja l.angAII\II S'l8.9!!2.6~.S59,00 133.6:!J.7~.0◄3,11 222.9'0.44S )81,56 lllll.)99.fle7 .5&11,80 62.89◄.J 1' .G'j6, 41) 

Jumlah Alobsl Belanj., a. Peng.lu.ir.,n Pemblaya;,ri 1.317.536.576-702,00 25'1.JJ~.056.f>'l/,6'1 188.299.512.200,36 39&83'1.B02.3S"l,11 177.l-!Ul'l.390,56 

Sisa Kas 5et>llah Ollc\lranot Belanjll Ttdali l.anOswlg clan telanja l.anQwng Ser'Q ~uar;an ~bi;lyaiJII 6S.nS.l4S.13L,42 71.297.801.n2,31 (23-647."9S 517,Q!,) 29.405.962.32'1,0I 6'1.90(). , 16-4«1,42 

·-.-. . 8UPATI IIARITO UTARA 
_,(,-,, l -

p 
. / 

I, . ,, .( . , - . 
I{ ' ·:• _, 
~ . . ' -.,. 

~ \ . NADALSYAH 
\ , . ' -. 
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